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oal Gaji, Komisi IlI: Perjelas Jabatan Hakim

Komisi Il DPR memandang janji kenaikan gaji hakim bisa dipenuhi jika RUU Jabatan Lakim disahkan. N

Namun, masyarakat sipil

juga memandang profesionalitas hakim juga perio diperhatikan karena hanvak hakim terjerar kasus korupsi

JAKARTA, mums — Enmisi 111

‘wlmH hingga kini \Llnm ada
payung hukum yang definili
dam kemprehensif vang menge-
bubkan hambatan pJ.LLI peme-
wuihan hak-Tak lakine dan pe-
muatan kapasitas lembaga per-
afilan, Meskipun demikian, m-
ps dan persnnys sudsh dija-
lankan s pefaksana ke
ks iman. Untuk ity,
penges: Taneangan  Un-
tlang-Undang tentang Jabatan
Hakim jodi mendosad,

Angdots Komisi [11 DPR,
Permy K Haria, saat dilo
bungi - dari Jakarts,  Kamis
241y ZU.&.;I muu.cmlw un

dengam memperjelas status
kim sebugad pejabel negara, 8
at ini, status hakim dipandang
mmsth dadam dualisme.
Menurut dia, Tasal 19 dan
31 Ayat AL} Undang Un
dang Neanar 48 Talun 20K
tentany Kekuasan Kehakiman
memang  menyatakan  hahwa
l'.lk.'r, merupakan

man. Namu
pUn SeEm aemarit status
dalith pejabat nepar,

kil masih tep-

kim yang i
sipil megara |
btk gaji hakim
TYang harus diselesaik
bih dahulu el status
apaksh PNS (p
sipil) atau pejubal
suah berstatus
secar Olomtls akan me
patkan hak-hak seperti
i pejolbal negim,” hata Benny

i .xwmlul
. Lermasuk

wvang merupakan politikus dar

Je
sehut, Menteri Sekret:

pada mulanyz telah dijanjikan
oleh Presiden Prabuowy Subi
antn pada 19 Februoari 2025 i
acara Laporan Tahuman Mih-
kamah Agung ()

D hadupan fajran pimpinan
lembaga negaa dan angenta
Kubinct i
menghadir
siden berg

menvebutkan, ngge-
talini pasih bangak hakim yang
tingeal di rumah kos dan lak
oemiliki mimah dinas

Janji kenuikan ga)i hakim itu
diulimg kembali oleh Presiden
dulam piddatonys di hadapan ri-
tuan calon hakin baru di ge-
dung MA 12 Juni 2025, Dalam
pidatenya ini, Presiden mene
n, pemerintsh akan me-
i ]mkuu L‘Llldul per
sentase her:
]um&m d.dll lm\

u.wmm
itn ditagih.
mLpruﬂn'wI di In
meng-

Ln_.,xl n s dibual pada 14
Oktober 2025, dengan kete-
rangan: “Kepulusan tanpa pen

Jelasan bukanlah keadilan, dan

i katbar ac \LJh bmlnw
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. menyampaikan, kena-
Than gaji bakim yang discbulkan
Fresiden Prabrwn berlak bagi
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Majelis hakim niemesulki ruangan untuk sidang perda
i gafl mercka dipeaubl

halein kavier dan hakiniad o, RUU Jabatan Hakim

Namun untukkenaubengaiba. Melibal polemik yang o
gi hakim it lamjutnya, atue- - Besny prme mendarong - agar
garlebih - KUU Jubatan 1Lakim
kan, sedkng gora dihahas dan disalikean nrh
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h.l.Lm uuluk putusan Tepas pada porkara korupsl minvak goreng, di Pengadilan Tindak Pids
VA125), Kini, para hakim menanti fanji Presiden Prabowo Subianto
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hakif sebagai pejatiat negar.

Menurul Benny, penedasan
status pata hakim ini bukan
semata-mata sual kesejahlers
'm\ akim s, mekinkan npaga

Lk runilang,
Fakni PR dan pemerintah. Se-
bub, salah satu muatan materi
il I fejelasan
im sebugal

LLmLL\u}. ]JLlun herjd di HLtI.l|J
lewal,” moturmwa,

Fevaai Baiin i, et -

aditerbitkan peraturan pre-
ien {perpres). Adapun detai
Iesaran pendspatan hakim di-
|lu1 d:ﬂ.un Feraturan \!Ll'lll'.':

adaryn 111 Jubatan
“:lkllﬂ Tangjutnya, k

1
dan tunjangan
rumah dinas, fasilitas t
minan ki

hakim
i

|nl dipen

a-hendulan T
Ini juga sekaligos
regulosi  Lunggal

N menmmbahkin,
aturan-aturan ini dibarapkan
bisa runpung seeepatnye De
up;m x\t’l"lkl'lll apa vang di-
it Fresiden bisa segera

g,
ur secara tepas kedu-
dukan, rekrutmen. pemblnain
karier. hingga hak-hak senrang

| unluk penguatan
kapasitas hadan peradilan se-
baga organ penting penyeleng-
g kekuasaan kelakiman
mendorong  pavung
mﬂsum i sege
untuk penguatan
dan petadilan xlmzal argan
penting e MEEAr) kekia-
soiant hebakiiman,” Yata Benny.

Banyak perubahan di draf

Anggnta Komisi - Yuelisial
Subma Vieletla  mengatakan,
sejak tabun 2000, Komisi Yo-
disial juga sudah mendorong
agar pembentuk undsng-un-
dang segern mer
ahatan Hakim untuk mem-

]wrja\lxi status hakim sehagai
pojabial nugar

Komisi 1IE DT'R, lanjutnya,
Jug »me.h "‘1[‘1|..L.:I.l|.l\.m aggar

5 202h |nrh ‘qmr'mhz'r
. Namun, pad akhir

nwa BUT tersehat tidak dise-
Lwjui masuk ke dalam Prolegnas
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{Jabatan Halkiw) ini tidak rer-
masuk  Prolegnas Prioritas”
ujar Sukma,

Meshapun pembahasan RUU
Jabsatam Hakim sempat kembali
bergulir dit DPR. Sukma me-
yveroti diaf RUU yag barn

dlistsun pada 2025 disehutnya
fididk melibatkan Komisi Yu
clisial dan hanya dibahas her-
s MA

L. substansi RUT
1 vang baru it
i ke proses awal
sLl’.A]l pmth.h.J.n

al-hal yang
Termasuk yang
Tigrns dikritisi adalah perpan-
Im;.\n sk pensiun. Fensiun

Tinggi jadi 70 tabun (dari 67
Lahun, dan hakim ngkat per-
tama jodi 67 talvm (dari usia 63
tshun). Alasanmya kekurangan
Trakim,” tuturnys,

Parlihal, ke
itu, lanjutiva, adan
adilan tingat pe
Tusinya harusnya m g
hiakimn baru. "Jadl, bukan mem-
biarkan ormg-ormg scpuh l||
MA untuk terus n
Busan perka

Lekih |

Kala Sukeri.
b Sukma menga-

tidak ada peruhahan jika it
menvinghut soal kenalkon gaji
pokik hakim. Sebah, gaji pokok
Tukim ilu samm dengan para
PNS lainnya. Namun, jika ter-

anggaran MA lidak ditami |h
Akhirnys, pos-pos  anggaran
yurg harusnya untuk mainle-
aanee gedung dan Tainelain i
i untuk hadm sebagtu
kan funjangan jahatan,”
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s, Erwin Natosmal
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r dalam Peraturan [
Lah (FF) No 9420
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Fraksi  Partai - Kebangkitan
Bangsa, Abelullah, pui 1
ki im yang,

iringi reformasi k h||1',f,'.|
pengawasan kelat, Pengawasan
tersehut hertujuan untuk men-
cptakan  Jembaga  peradilin
3 hi dan independen.
Lal i bisi terpenubi seirmg
dengan meninglatkan kesejah-
teran aparat peradilin sching
4 memperkuat integritasnya
dalam menegakkan hukum
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